
 

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR  5  TAHUN  2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS 

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah,  Bupati  selaku  pemegang  kekuasaan  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  berwenang  menetapkan  kebijakan  tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,
Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );



6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Rapublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
Pengendalian  Jumlah  Kumulatif  Defisit  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara,  Dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4287);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun   2004  tentang
Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416),  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4721); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005  tentang Pinjaman
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005
Nomor  136,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4574);
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005   tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah  Nomor  56 Tahun 2005   tentang  Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005   tentang  Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia   Tahun
2005  Nomor  139,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005  tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4609),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  78,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang Pelaporan
Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008   tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008   tentang
Pendanaan  dan  Pengelolaan  Bantuan  Bencana  (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata Cara
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Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman   Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2007
tentang  Pokok  –  Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2007  Nomor  3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

32. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  1  Tahun  2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kabupaten
Kudus  Tahun  Anggaran  2011  (  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor  1 );

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kudus
Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor  4 );

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEDOMAN  PELAKSANAAN
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN  2011.

Dalam  Peraturan  Bupati  ini  yang  dimaksud  dengan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya  disingkat  APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011.
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(1) Maksud  penyusunan  Pedoman  Pelaksanaan  APBD
Kabupaten  Kudus  adalah  sebagai  alat  pengendalian  dan
pengawasan pelaksanaan APBD.

(2) Tujuan  penyusunan  Pedoman  Pelaksanaan  APBD
Kabupaten  Kudus  adalah  mewujudkan  keterpaduan,
keserasian, tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi, tepat
sasaran dan disiplin anggaran.

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus meliputi :
Bab  I      Pendahuluan
Bab  II     Azas Umum dan Struktur APBD;
Bab  III    Pelaksanaan APBD;
Bab  IV    Pencairan Dana;
Bab  V     Pergeseran Anggaran;
Bab  VI    Perubahan APBD; 
Bab  VII   Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
Bab VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari

APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011.

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A 

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

                    BADRI HUTOMO
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN                 NOMOR
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